
 
 

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH 
 

 
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH 

NOMOR  16    TAHUN 2016 
  

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH                          

NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL 
Dl LlNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 

 
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, 

 
Menimbang  :  a.  bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 
Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan 
Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan pedoman 
penggunaan pakaian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai 
Tengah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a maka Peraturan Bupati Hulu 
Sungai Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pakaian 
Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu dilakukan 
penyesuaian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan 
Peraturan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai 
Tengah. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 03 Tahun 
1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234 

  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 



 

 

 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang 
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri 

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 144); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 Tentang 
Korps Pegawai republik Indonesia;  

8. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 
Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 
Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah 
Daerah. 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 

Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai 

Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 tahun 
2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 
Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Hulu Sungai Tengah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 

Nomor 2 tahun 2014 Tentang Pembentukan Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah. 

 
 

 



 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan   : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 21 
TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI 
SIPIL Dl LlNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU 
SUNGAI TENGAH 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah                          
Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah diubah sebagai 
berikut : 
 
1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 

 

PAKAIAN DINAS 
Bagian Kesatu  

 

Pasal 2 

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 
terdiri dari : 
a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari : 

1) PDH Warna Khaki 
2) PDH Kemeja Putih 
3) PDH Sasirangan, dan 
4)  PDH Operasional / Penyesuaian NSPK Instansi Vertikal 

b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH 
c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR 
d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL 
e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL 

f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah 
g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah 
h. Pakaian Seragam Korpri 
i. Pakaian Olah Raga 
 

2. Ketentuan Pasal Pasal 16A diubah, sehingga Pasal 16A berbunyi sebagai 
berikut: 

 

Pasal 16A 

(1) Model PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a 
angka 2, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Jadwal pemakaian pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Hulu Sungai Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum 
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

 
 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 



 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Tengah. 

 
              Ditetapkan di Barabai 

     Pada tanggal  16   Maret 2016       

Februari 2016 

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, 

 
ttd 

 

H. ABDUL LATIF 
 

 
 
 

     Diundangkan di Barabai 
     Pada tanggal   16  Maret 2016     
Februari 2016                

 
PLT. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, 
 
 

ttd 
 

ABU YAZID BUSTAMI 
 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2016 

NOMOR   16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
LAMPIRAN  I : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH 

  NOMOR  16   TAHUN 2016 
  TANGGAL 16  MARET 2016       

 
 

MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH BAGI PNS                                                
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  

    
1. PDH KEMEJA PUTIH PRIA 

 
 

 
 

 
 
 
 

Keterangan  : 
a. Lencana Korpri 
b. Papan Nama  
c. Tanda Pengenal 

2. PDH KEMEJA PUTIH WANITA 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

Keterangan  : 
a. Lencana Korpri 
b. Papan Nama  
c. Tanda Pengenal 

 
 

 

                                                       BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, 

 

ttd 

 

H. ABDUL LATIF 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LAMPIRAN  II : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH 
  NOMOR       16  TAHUN 2016 
  TANGGAL    16  MARET 2016   

 
 

JADWAL PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS PNS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  

 

No. Hari Jenis Pakaian Keterangan 

1. Senin PDH Warna Khaki 

1. Setiap tanggal 17, HUT Korpri, dan Hari 

Besar Nasional menggunakan pakaian 

seragam Korpri 

2. Pada acara resmi menggunakan PSL / 

PSR atau sesuai dengan ketentuan acara. 

3. Bagi SKPD yang melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi / operasional tertentu 

dapat menggunakan PDH sesuai dengan 

NSPK (Norma, Standar, Prosedur, 

Kriteria) yang berlaku. 

2. Selasa PDH Warna Khaki 

3. Rabu PDH Kemeja Putih 

4. Kamis Sasirangan (Non Printing) 

5. Jum’at Sasirangan / Menyesuaikan 

6. Sabtu Sasirangan / Menyesuaikan 

 
 

    

                                                       BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, 

 

ttd 

 

H. ABDUL LATIF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


